PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR BANTEN,

Menimbang :a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten,
maka perlu penyesuaian terhadap Peraturan
Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2014 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Banten Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2014
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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Menetapkan

3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111
Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 255);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan  Perwakilan Rakyat  Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2008
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Banten Nomor 13);

6. Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun 2014
tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor
36).

MEMUTUSKAN:

:PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 36 TAHUN
2014 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 36 Tahun
2014 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2014 Nomor 36),
diubah sebagai berikut :
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Ketentuan Pasal 3 ayat (4) diubah, dan diantara ayat (3) dan ayat (4)
disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (3a) sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 3
(1) Pemberian jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penganggaran dalam APBD hanya diperkenankan bagi pemberian
kesehatan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dalam kerangka
BPJS.

(3) Jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Pimpinan dan Anggota
DPRD dibebankan pada APBD mengacu pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3a) Jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang
ditanggung oleh Pimpinan dan Anggota DPRD dengan rincian:
2 % X Rp4.725.000,00 = Rp94.500,00.

(4) Jaminan kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang
dibebankan pada APBD dengan rincian sebagai berikut:

a. Jaminan Kesehatan : 3 % X Rp4.725.000,00 =Rp141.750,00
b. Jaminan Kecelakaan : 0.24 % X Rp6.957.382,00 =Rp16.698,00
c. Jaminan Kematian :0.30 % X Rp6.957.381,00 =Rp20.872,00
Jumlah, ..o =Rp179.320,00
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang

pada tanggal 2 Februari 2015

Plt. GUBERNUR BANTEN,
ttd

RANO KARNO
Diundangkan di Serang

pada tanggal 2 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd
KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 7
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. SAMSIR, SH. M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008



